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ABSTRAK

MELIA TRIANA (2024) : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA
BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
KOTA PEKANBARU

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen sebagai peran penting dalam forum penyelesaian sengketa konsumen
yang efektif dan adil bagi konsumen yang bersengketa. Penyelesaian sengketa
konsumen merupakan aspek penting dalam melindungi hak dan kepentingan
konsumen. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa konsumen di
Kota Pekanbaru, dengan fokus pada tingkat penyelesaian sengketa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas
Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Pekanbaru dan apa hambatan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota
Pekanbaru. Penelitian ini memiliki jenis penelitian sosiologis yang menggunakan
metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian
langsung kelapangan yang berlokasi di kantor Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Pekanbaru tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yang
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada pasal 9 ayat (2) yang mengatur mengenai
pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
dikarenakan banyaknya pengaduan yang masuk terkait pembiayaan, ketidak
efektifan ini disebabkan oleh tidak harmonisasinya aturan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan, kedua Lembaga ini
sama-sama berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen terkait
pembiayaan. Adapun hambatan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu :
Terkait fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai; Terkait proses pemanggilan
pihak yang mana sering terjadi pada pelaku usaha yang tidak kooperatif pada saat
pemanggilan; Terkait kurangnya SDM pada Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Pekanbaru; Terkait peraturan; dan Terkait Kelembagaan yang
mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru merupakan satu-
satunya yang ada di Provinsi Riau.

Kata Kunci: Efektivitas, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
Penyelesaian Sengketa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, pesatnya pembangunan serta perkembangan
perekonomian nasional telah menciptakan beragam barang dan/atau jasa yang dapat
digunakan dan dikonsumsi. Seiring dengan perkembangan ekonomi tersebut,
terdapat pula perkembangan hukum yang perlu dimutakhirkan secara berkala agar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembaharuan tersebut tentunya tidak lepas
dari permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah masyarakat, seperti
permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Konsumen seringkali dirugikan atas tindakan para pelaku usaha tersebut.
Konsumen dapat menjadi sasaran dari kegiatan komersial yang dilakukan oleh para
pelaku usaha melalui promosi, metode penjualan, dan penerapan perjanjian standar
yang merugikan konsumen.! Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan serta
kurang memahaminya hak dan kewajiban dari konsumen itu sendiri.
Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat
merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya pelaku usaha atau produsen
berlindung dibalik standard contract atau perjanjian baku yang telah ditandatangani
oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen,

ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.?

! Denico Doly, Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan
Klausula Baka, Negara Hukum : Vol.3, No. 1, Juni 2012, h. 43.
2 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 1.



Kesadaran konsumen telah melahirkan suatu cabang baru dalam bidang
hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap
konsumen merupakan hal yang penting dalam menjaga keseimbangan hubungan
hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Dari hubungan hukum tersebut tidak
menutup kemungkinan terjadinya perselisihan atau sengketa konsumen.

Melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau
jasa, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-
Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen.®

Perselisihan atau sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku
usaha merupakan salah satu yang melatarbelakangi terbentuknya Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu lembaga yang berwenang dalam
menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, yang mana lembaga
tersebut dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen
di-luar pengadilan, yang artinya BPSK selaku lembaga yang menangani sengketa

antara konsumen dengan pelaku usaha mempunyai tugas dan wewenang untuk

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya

3 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana, 2018), h.



* Tetapi penulis disini akan meneliti Badan Penyelesaian Sengketa

ringan.
Konsumen yang dibuat oleh pemerintah, dan tidak meneliti Lembaga Penyelesaian
Sengketa Konsumen yang di naungi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didasari
oleh kecenderungan masyarakat yang tidak berani menempubh jalur hukum. Dengan
dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan mampu
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen
sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta dapat memberikan
perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Dalam sistem peradilan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) bukan sebagai lembaga peradilan utama berdasarkan Undang-
undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi berkaitan dengan fungsi kekuasaan
kehakiman yaitu untuk membantu melaksanakan tugas pokok lembaga peradilan
utama. Maka dari itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga
negara bantu dalam bidang peradilan atau disebut juga quasi peradilan.® Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen berada dibawah Kementerian Perdagangan.
meskipun berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan, Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen berfungsi secara independen dalam menangani sengketa
konsumen dan memberikan solusi tanpa melibatkan pengadilan. Kekuatan Hukum

terhadap putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK, kecuali terhadap

4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 Ayat (1).

% Fladi M.D Emping, Kedudukan Dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Dalam Perspektif Peradilan Pidana, Lex Crimen Vol. VIII/ No.2/ Februari/2018.



putusan arbitrase dapat mengajukan keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap
Putusan BPSK Pasal 2.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru
terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada
Peémerintah Kota Pekalongan, Kota ParePare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar,
Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja
provinsi, yang terdiri atas wilayah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya,
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengelola biaya penyelenggaraan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdiri dari: biaya operasional; honorarium
ketua, wakil ketua dan anggota BPSK; honorarium kepala secretariat dan anggota
secretariat. Adapun biaya penyelenggaraan BPSK yang dimaksud itu dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.®

Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 pada pasal 9

ayat (2), yaitu antara lain:

® Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-
DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 31.



1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara:

a. Konsiliasi, penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang
bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bersengketa dengan
didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.

b. Mediasi, cara penyelesaian mediasi ini hampir sama dengan konsiliasi, yang
membedakan diantara keduanya adalah kalau mediasi didampingi oleh
majelis yang aktif, sedangkan konsiliasi didampingi majelis yang pasif.

c. Arbitrase, cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini berbeda dengan
dua cara yang sebelumnya. Dalam arbitrase badan atau majelis yang dibentuk
BPSK bersikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika
tidak tercapai kata sepakat diantara mereka.’

2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen,;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

5.-Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis;

6. "Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran;

8.-Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran;

9..Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli;

" Achmad Irwan Hamzani, Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum Islam,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2011, h. 11.



10. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;

11, Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak
konsumen;

12.° Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran;

13.  Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Provinsi
Riau diresmikan oleh Gubernur Riau, tentunya akan membantu masyarakat untuk
menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur non litigasi. Dengan begitu tugas
dan wewenang yang diberikan Undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Tercatat sejak berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Pekanbaru Tahun 2022, ada beberapa pengaduan yang masuk, berikut jumlah
pengaduan yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota

Pekanbaru terhitung sejak 2022-2023:

Tabel 1.1
Data Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2022

No | Jenis Pengaduan | Jumlah | Konsultasi | Metode Penyelesaian Sengketa
Kasus Konsiliasi | Mediasi | Arbitrase
I | Jasa PLN 1 - - 1 -
2 | Jasa Perbankan 1 1 - - -
3 | Jasa Leasing 1 1 - - -
4 | Makanan dan 1 1 - - -
Minuman
5 | Perumahan/Property 2 1 1 - -

Sumber Data: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru



Tabel 1.2
Data Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2023
No | Jenis Pengaduan | Jumlah | Konsultasi | Metode Penyelesaian Sengketa
Kasus Konsiliasi | Mediasi | Arbitrase
I | Jasa Perbankan 2 2 - - -
2 | Jasa Leasing 5 5 - - -
3 | Jasa Asuransi 2 2 - - -
4_ | Wedding Organizer 1 - - 1 -
5 | Makanan dan 1 1 - - -
Minuman
6 | Elektronik 2 1 L - 1
7 | Perumahan/Property 5 5 - - -

Sumber Data: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru

Data diatas menunjukkan bahwasannya sejak didirikannya BPSK telah
masuk beberapa pengaduan, serta telah menyelesaikan beberapa sengketa
konsumen. Namun pada kenyataannya sengketa yang diselesaikan tidak sebanding
dengan jumlah pengaduan yang masuk, yaitu dari 18 pengaduan BPSK hanya
menyelesaikan 4 sengketa. Provinsi Riau hanya memiliki 1 BPSK yaitu BPSK Kota
Pekanbaru. Dengan hanya 1 BPSK di Provinsi Riau tersebut apakah efektif dalam
menyelesaikan sengketa konsumen, keefektifan dilihat dari tingkat penyelesaian
sengketa yang di lakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Pekanbaru.

Penulis dalam penelitian ini meneliti sengketa yang masuk dalam kurun
waktu 2022-2023. Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengetahui efektif
atau tidaknya penyelesaian sengketa oleh BPSK Kota Pekanbaru, penulis tertarik
melaksanakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

Pekanbaru”.



B. Batasan Masalah
Agar pembahasan tidak meluas, penulis hanya memberikan batasan
masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Pekanbaru, dengan fokus penelitian dari sengketa yang diselesaikan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam kurun waktu 2022-2023, ke efektifan
dilihat dari tingkat penyelesaian sengketa yang ada di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Pekanbaru.
C.- Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil
beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru
dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Pekanbaru?

D. - Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.= Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian
int-adalah:

a. Untuk mengetahui efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru.



b. Untuk mengetahui hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa konsumen di
Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
Ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh penulis maupun pembaca
nantinya, yaitu:
a.”’ Manfaat Teoritis
1) Menambah khasanah ilmu pengetahuan khusunya pengembangan ilmu
hukum.
2) Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum
perlindungan konsumen
b. Manfaat Praktis
1) Memberikan sumbangan pemikiran baru bagi masyarakat yang ingin
mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dan proses penyelesaian sengketa
konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2) Memberikan kontribusi pemikiran kepada penegak hukum mengenai
Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan

Sengketa Konsumen di Kota Pekanbaru.



BABII
KERANGKA TEORETIS

A.  Kerangka Teori
1. _ Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektif” memiliki beberapa
arti. Makna yang pertama adanya akibat, efek, pengaruh, dan kesan. Makna yang
kedua adalah efektif atau efisien, dan makna yang ketiga yaitu membawa hasil dan
manfaat. Kata “efektif” ditambahkan dengan kata “efek”, yang berarti akibat atau
pengaruh, dan “efektif” yang berarti unsur yang mempunyai akibat atau pengaruh.

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti tujuan yang ditetapkan
berhasil tercapai. Efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan
dan hasil actual. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas,
fungsi organisasi (operasi, program kegiatan, atau misi) tanpa tekanan atau
ketegangan selama pelaksanaannya.®

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily dalam Kamus Inggris-
Indonesia, secara etimologis efektivitas berasal dari kata efek yang artinya berhasil

9

guna’. Oleh karena itu, efektivitas adalah keberhasilan atau akibat setelah

melakukan sesuatu.

8 NF Siregar, Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan,
Vol 18 Nomor 2, 2018, h.2.

® John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesial, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Umum, 1990) h.207.

10
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2. Perlindungan Konsumen
a. Pengertian, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk
memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.°

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan Konsumen adalah segala Upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.

Kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak konsumen yang diperkuat
dengan peraturan perundang-undangan khusus, sehingga memberikan harapan agar
pelaku usaha tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak-
hak konsumen. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan instrumen
hukum lainnya, konsumen mempunyai hak dan status yang sama serta berhak
mengambil tindakan hukum jika hak mereka dirugikan atau dilanggar oleh pelaku
usaha.

Dari latar belakang dan definisi tersebut, maka muncullah kerangka umum
mengenai pokok-pokok hukum perlindungan konsumen, yang kurang lebih dapat
dijabarkan sebagai berikut:

1) Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
2). Konsumen mempunyai hak.

3)-Pelaku usaha mempunyai kewajiban.

10" Zulham,Op.Cit., h. 21.
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4) Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan
nasional.

5)-Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat.

6) Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa.

7)-Pemerintah perlu berperan aktif.

8) Masyarakat juga perlu berperan serta.

9) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang.

10y,  Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.!!

Cakupan perlindungan konsumen itu sangat luas, meliputi perlindungan
konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa, mulai dari tahapan kegiatan
pembelian hingga hasil penggunaan dari jasa tersebut. Cakupan perlindungan
konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

1) Perlindungan terhadap barang yang telah diserahkan kepada konsumen
kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2)-Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada

konsumen.?

Pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa
perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan
dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai pasal

tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai

1 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 5.
12 Adrianus Meliala, Praktek Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h.
152
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usaha Bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional,

yaitu:

1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel
ataupun spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diisi atau digunakan.

5)-Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.*?

Adapun perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri;

13 Rosmawati, Op.Cit., h. 34.
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2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3)-Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4)-Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5) ' Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam
berusaha;

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.'*

b. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-

Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau

consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata

consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.

Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen

kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.™

14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3.

5 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta: Jala Permata Aksara,
2021), h. 73.
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Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun
makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Az. Nasution ada tiga batasan dalam konsumen, yaitu:

1) Konsumen Komersial (commercial consumer) adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan
keuntungan.

2) Konsumen Antara (intermediate consumer) adalah setiap orang yang
mendapatkan  barang dan/atau jasa yang digunakan untuk
diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

3) Konsumen Akhir (ultimate consumer/end user) adalah setiap orang yang
mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan
tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mendapatkan

keuntungan Kembali.®

Adapun hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 UUPK, Hak

konsumen adalah:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

1 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit
Media, 2002), h. 13.
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3)-Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

4)-Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

5)'Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

9)-Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.’

Beberapa rumusan masalah tentang hak-hak konsumen yang telah
dikemukakan, secara garis besar dapat dikategorikan dalam tiga hak yang menjadi

prinsip dasar, yaitu:

1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian
personal, maupun kerugian harta kekayaan.

2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.

17 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4.
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3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang

dihadapi.*®

Oleh karena itu, ketiga hak yang menjadi prinsip dasar tersebut merupakan
himpunan dari beberapa hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat penting bagi konsumen dan
dapat dijadikan atau dinyatakan sebagai prinsip perlindungan konsumen di

Indonesia.

Secara umum kewajiban konsumen dijelaskan yaitu untuk membaca dan
mengikuti petunjuk penggunaan serta pemanfaatan barang dan/atau jasa demi
keamanan dan keselamatan serta membayar barang dan/atau jasa sesuai dengan

nilai tukar. Adapun kewajiban konsumen adalah:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4)-Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.®

c... Pengertian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h. 39.

19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 5.
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.?

Dilihat dari pengertian diatas, maka terdapat empat unsur yang terkandung
dalam pengertian tentang pelaku usaha, yaitu:

1) Setiap orang perorangan atau badan hukum. Yang termasuk badan usaha
menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan
tidak berbadan hukum.

2) Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Terdapat beberapa
macam pelaku usaha yaitu: Orang perorangan; Badan usaha; Orang
perseorangan dengan perseorangan lain; Orang perseorangan dengan badan
usaha; Badan usaha dengan badan usaha.

3) Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Terdapat
batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan
lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4) Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan

hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikan dan

20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Ayat 3.
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berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah

Republik Indonesia.?*

Adapun hak pelaku usaha menurut pasal 6 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen adalah sebagai berikut:

1)-Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2)'Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai nilai tukar dan
kondisi suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa
pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa
yang diberikannya kepada konsumen kurang memadai menurut harga yang berlaku
pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa

terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang

2! Hulman Panjaitan, Op.Cit., h. 80.
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yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan begitu

yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.??

Tidak hanya mengatur tentang hak-hak pelaku usaha saja, didalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 sudah diatur juga mengenai

kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1)-Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2)"Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

7)-Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

22 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., h. 51.
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3. Penyelesaian Sengketa Konsumen
a., Pengertian Sengketa Konsumen

Dalam Bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk memaknai kata
“sengketa” adalah “conflict” atau “disputes”. Menurut Roni Hanitijo sebagaimana
dikutip Lalu Husni menyatakan konflik adalah situasi (keadaan) dimana dua atau
lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat
dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai
kebenaran tujuannya masing-masing.?>

Menurut Khotibul Umam yang mengemukakan bahwa sengketa pada
dasarnya berawal dari adanya perasaan tidak puas oleh salah satu pihak karena ada
pihak lain yang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban-kewajibannya yang telah
disepakati dalam butir-butir perjanjian. Keadaan demikian disebut dengan
wanprestasi atau ingkar janji.?*

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak merumuskan apa yang
dimaksud dengan sengketa konsumen. Adapun ketentuan yang dapat dijadikan
landasan untuk memberikan pengertian terhadap sengketa konsumen, diantaranya
tercantum dalam pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan

sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Berdasarkan penafsiran terhadap

23 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di
Luar Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.2.

24 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Prosedur dan Tahapan
Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga-Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,
(Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010), h. 6.
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ketentuan ini dapat diartikan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa yang
terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.?®

Secara otentik, definisi sengketa konsumen diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020, yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan
konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang
menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memantfaatkan jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.

Sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak
yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 45 ayat 1
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa suatu sengketa
konsumen bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

1) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen
dengan pelaku usaha; dan

2)-Melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

b.- Penyelesaian Sengketa Konsumen Diluar Pengadilan

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses,
yaitu Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam
pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui
kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa diluar

pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin

% Hulman Panjaitan, Op.Cit., h. 96.
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kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal
prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam
kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non
litigasi ini adalah sifat kerahasiannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil
keputusannya pun tidak dipublikasikan.?®

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang disebut dengan non
litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan
mengutamakan proses perdamaian dan penangkalan sengketa dengan melakukan
upaya perancangan kontrak-kontrak yang baik, sengketa yang diselesaikan secara
tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Oleh sebab itu,
penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara
hukum dan nuraini. Sehingga, secara hukum dapat diselesaikan dan nurani orang
juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela, tanda ada
yang merasa kalah karna masing-masing pihak sama-sama merasa putusan yang
dihasilkan menguntungkan.?’

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat dalam pasal 47 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu
untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali

kerugian yang diderita oleh konsumen”. Dari ketentuan tersebut, penyelesaian

% Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan

Hukumnya,(Jakarta: Kencana, 2017), h. 1-2.
2l Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, Win-Win Solution Sengketa
Konsumen,(Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2014), h.73-74.
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sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan melakukan dua cara
yaitu:

1) Penyelesaian penggantian kerugian secara langsung dengan jalan damai,
menurut pasal 19 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung
penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi
tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu yaitu tujuh (7) hari
setelah terjadi transaksi berlangsung. Dengan ditentukannya jangka waktu
yaitu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19 ayat 3, maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang
dimaksud bukan penyelesaian sengketa yang rumit dan melalui
pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian
dengan cara sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai.
Sebagai penyelesaian dengan cara perdamaian, tetap akan terbuka
kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana. Dengan
ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara
penyelesaian sengketa tersebut dapat berupa mediasi, konsiliasi dan
arbitrase.?®

2) Tuntutan penggantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK). Apabila pelaku usaha tidak mau menyelesaikan

2 Nurzamzam, Analisis Cara Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Untuk Mneningkatkan
Perlindungan Terhadap Konsumen, Prosiding Seminar Nasional “Hukum dan Pembangunan Yang
Berkelanjutan”, Vol 2 September 2021, h.144.
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tuntutan ganti rugi, atau tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah
pihak, maka konsumen dapat mengajukan kasus tersebut ke Badan
Penyelesaian Sengeta Konsumen atau ke Pengadilan. Pada pasal 23
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa melalui
BPSK ini dapat ditempuh, yaitu jika penyelesaian secara damai di luar
proses pengadilan tidak dapat berhasil, baik karena pelaku usaha menolak
atau tidak memberi tanggapan maupun jika tercapai kesepakatan, jika
penyelesaian dipilih melalui BPSK dan apabila BPSK tidak berhasil
menyelesaikan sengketa, maka sengketa masih dapat diserahkan ke
pengadilan.?®
c. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau biasa yang
disebut /itigasi merupakan cara yang ditempuh dengan mengajukan gugatan ke
pengadilan secara keperdataan. Litigasi berasal dari bahasa Inggris yaitu ligitation
yang artinya pengadilan. Biasanya jalur /itigasi ditempuh oleh konsumen apabila
telah gagal dalam menyelesaikan sengketa konsumennya secara non litigasi.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi mengacu pada ketentuan
tentang peradilan umum.
Dari segi formalitas, waktu dan biaya yang diperlukan dapat dikemukakan
bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah lebih formalistik, lebih
lama dan lebih memerlukan biaya yang relatif mahal jika dibandingkan dengan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. R.Subekti mengemukakan bahwa proses

2 [bid, h. 146.
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penyelesaian sengketa yang terlalu lama jelas tidak dikehendaki oleh para
pedagang/pengusaha yang terbiasa dengan tindakan-tindakan yang serba cepat.
Bagi mereka, menunggu putusan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijsde) yang begitu lama adalah sangat merugikan karena hal itu akan
menghilangkan bunga atas modalnya.*

Ada beberapa hal yang membedakan penyelesaian sengketa konsumen

secara litigai dan non litigasi di BPSK, yaitu:

1) Penyelesaian secara [litigasi adalah penyelesaian didalam pengadilan,
sedangkan non litigasi penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.

2) Di pengadilan adanya suatu perkara diawali dengan adanya gugatan,
sedangkan di BPSK diawali dengan sebutan pengaduan dari pihak yang
merasa haknya telah dirugikan.

3) Di pengadilan bisa siapa saja yang mengajukan gugatan tentang
perlindungan konsumen dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Di BPSK hanya konsumen akhirlah (baik konsumen ataupun
ahli warisnya) yang dapat mengajukan gugatan ke BPSK.

4) Penyelesaian di pengadilan dilakukan sesuai dengan hukum acara
perdata pada umumnya. Sedangkan di BPSK dilakukan dengan memilih
salah satu cara penyelesaiannya yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

5) Pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara menyeluruh dalam hal

termasuk keabsahan dari hal yang mendasari terjadinya sengketa, namun

%0 R. Subekti, Hukum Acara Perdata,(Bandung: Bumicipta, 1977), h. 189.
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di BPSK lebih mengutamakan untuk mencari penyelesaian dan titik temu
untuk dapat disepakati oleh para pihak.

6) Putusan di pengadilan mutlak merupakan putusan dari hakim yang
bertugas, sedangkan di BPSK tergantung dari cara penyelesaian yang
dipilih, jika mediasi dan konsiliasi maka putusan merupakan hasil
kesepakatan pihak pengadu dan teradu sedangkan arbitrase adalah
putusan dari majelis BPSK yang harus dilaksanakan oleh para pihak.3!

4.7 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
a.“ Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disebut BPSK adalah
badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha
dan konsumen.®? Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di
luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK adalah
badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang eksklusif dibidang
perlindungan konsumen. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, artinya bahwa
tidak ada upaya banding ataupun kasasi, melainkan hanya pengajuan keberatan
terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dasar hukum pembentukan BPSK sebagai Lembaga penyelesaian sengketa

konsumen di luar pengadilan diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

81 Febry Chrisdanty, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non
Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),Jurnal Magister Hukum Perspektif,
Vol'11 Nomor 2 Tahun 2020, h. 57-58.

32 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 11.
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Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa disetiap kota atau kabupaten

harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen . Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota

ParePare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan

Kabupaten Serdang Bedagai.

Dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72

Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK dibentuk

berdasarkan keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi, yang terdiri

atas wilayah kabupaten/kota.

b. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/12/2001, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen meliputi:

a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan
cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan
dalam undang-undang ini;

e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
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f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;

h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;

1) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang
tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;

1) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

m)Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan undang-undang ini.

Dapat dilihat bahwa tugas utama badan penyelesaian sengketa konsumen
adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Selain itu badan
penyelesaian sengketa konsumen juga memberikan pengayoman dan fasilitas
kepada konsumen agar lebih mengerti atas hak dan kewajibannya.
c.-Metode Penyelesaian Sengketa Pada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)

Berdasarkan pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Badan Penyelesaian Sengketa
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Konsumen (BPSK) memiliki beberapa cara atau metode penyelesaian sengketa,

yaitu:

1) Konsiliasi yaitu dalam penyelesain sengketa konsumen diluar pengadilan
melalui cara ini, bahwa seorang konsiliator yang menyatukan para pihak dan
mendorong penyelesaian perselisihan yang dapat diterima bersama dengan
memfasilitasi komunikasi antar para pihak.*

2) Mediasi yaitu dalam metode penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan
dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan
kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.®*

3) Arbitrase yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan mediasi dan konsiliasi. Majelis
aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila tidak mencapai
kesepakatan, cara persuasive tetap dilakukan dengan memberi penjelasan
kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan
dibidang perlindungan konsumen. Keputusan atau kesepakatan dalam
penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis.

B.- Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan
persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun

penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu:

33 Holijah, Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2020), h. 87.

3 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta:
Visimedia, 2011), h. 27.

% Zainul Akhyar, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Banjarmasin, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol 5 Nomor 10, November 2015, h. 777.
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Imam Pandapotan “Efektivitas Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Pekanbaru)”. Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Didalam skripsi tersebut membahas tentang efektivitas undang-undang no.8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan fokus penelitian pasal 55
tentang penyelesaian sengketa konsumen wajib dikeluarkan putusan paling
lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti
yaitu menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lokasi
objek penelitian dan sama-sama membahas tentang efektivitas Lembaga
tersebut. Dan perbedaannya yaitu peneliti memfokuskan penelitian dari
sengketa yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
dalam kurun waktu 2022-2023, ke efektifan dilihat dari tingkat penyelesaian
sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.

Rizky Darmawan ‘“Efektivitas Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Pada Pencantuman Klausula Baku Di Provinsi DKI Jakarta”.
Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2019.

Didalam skripsi tersebut membahas tentang keberadaan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dalam mengawasi pencantuman klausula baku, pada

penelitian tersebut dimaksudkan untuk memposisikan fungsi dan kewenangan
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut apakah sudah berjalan
dengan baik ataupun terjadi banyak hambatan.

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti
yaitu menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lokasi
objek penelitian. Dan perbedaannya yaitu peneliti memfokuskan penelitian dari
sengketa yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
dalam kurun waktu 2022-2023, ke efektifan dilihat dari tingkat penyelesaian
sengketa yang ada di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Pekanbaru.

Novi Triani Gea “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Medan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui

Mediasi Dan Arbitrase”. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022.

Didalam skripsi tersebut membahas tentang keefektifan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa konsumen
melalui penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase serta membahas tentang

mekanisme penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan arbitrase.

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti
yaitu menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lokasi
objek penelitian. Dan perbedaannya yaitu peneliti memfokuskan penelitian dari
sengketa yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
dalam kurun waktu 2022-2023, ke efektifan dilihat dari tingkat penyelesaian

sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum yuridis
sostologis, yaitu yang menekankan pada aspek hukum atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku, berkenaan dengan masalah yang dibahas dari ketentuan
tertulis tersebut dihubungkan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian ini
bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan
atau gejala-gejala social yang berkembang ditengah masyarakat sehingga dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh,
lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.%
B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskrptif yaitu
apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.>’
Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari,
dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan

wawancara.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: Ul Press, 2012), h. 50.
87 Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum,(Surakarta: Program Studi
Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.

33
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C. - Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan
memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan
di-Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru di
Gedung Menara Lancang Kuning lantai 4, Jalan Jend. Sudirman No 460,
Pekanbaru, Telp. 085225524075, Instagram : @bpsk kotapekanbaru.
D." Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan
subjek yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang penulis tetapkan untuk
dipelajari dan setelah itu diambil kesimpulannya®. Populasi yang penulis
pilih sebagai sarana survey yaitu Anggota BPSK Kota Pekanbaru dan
Konsumen Pengguna Layanan BPSK.
2. Sampel
Pada penelitian ini menggunakan Teknik sampling yaitu Purposive
sampling yang artinya pengambilan sampel berdasarkan tujuan yang dicapai
peneliti yang mana penentuan sampel tersebut dianggap telah mewakili dan
dapat memecahkan permasalahan yang diambil berdasarkan pertimbangan,

dengan menekankan pada efisiensi waktu dan keakuratan hasil penelitian .

% Garaika dan Darmanah, Metodologi Penelitian, (Lampung Selatan: CV. Hira Tech,
2019), h. 48.
% Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 62.
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Tabel I11.1
Populasi dan Sampel
No Nama Populasi Populasi | Sampel | Persentase
1, | Badan Penyelesaian Sengketa 9 3 33%
Konsumen (BPSK)
2 | Konsumen Pengguna Layanan BPSK 24 2 8%
Jumlah 33 5

Sumber: Olahan Data Penelitian Tahun 2024

E.  Data dan Sumber Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a.—Data Primer
Adalah sumber data yang didapatkan langsung dari proses wawancara dikantor
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.*°
b. Data Sekunder
Bahan hukum yang telah diolah sebelumnya atau tidak langsung dibuat oleh
tangan pertama. Data sekunder beberapa bahan hukum, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer
Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang
digunakan yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

40 Abu Samah, Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum, (Pekanbaru: Cahaya
Firdaus, 2021), Cetakan ke-2 h.90.



36

c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.
d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer. Maka pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan
yaitu hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
3) Bahan Hukum Tertier
Adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah,
surat kabar dan sebagainya.*! Bahan hukum tertier yang penulis gunakan
pada penelitian ini yaitu:
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
b) Kamus Inggris-Indonesia
¢) Kamus Hukum

d) Ensiklopedia

41 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) h.106.
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F. ' Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.*? Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data, kegiatan tersebut
biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap
objek penelitian.*® Observasi ini mengadakan pengamatan langsung terhadap
efektivitas badan penyelesaian sengketa konsumen kota pekanbaru dalam
menyelesaikan sengketa konsumen di provinsi riau.
b. Wawancara

Wawancara adalah situasi tugas langsung di mana seseorang, atau
pewawancara, mengajukan pertanyaan kepada responden dengan tujuan
mendapatkan tanggapan yang terkait dengan masalah penelitian.* Wawancara ini
dilakukan kepada pihak BPSK Kota Pekanbaru dan para pihak yang pernah
menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Pekanbaru.

c. - Studi Dokumen

42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta
Bandung, 2013), h. 224.

3 Sukris Sutiyatno, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: K-Media, 2017), h. 48.

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,( Jakarta :PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 82



38

Studi dokumen merupakan salah satu cara dimana peneliti kualitatif
memvisualisasikan perspektif subjek melalui bahan tertulis dan dokumen lain yang
dihasilkan langsung oleh orang yang terlibat.*®
d.— Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui penelitian
kepustakaan, antara lain pemeriksaan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti
G. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.*® Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer
maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian terhadap

hasil penelitian dan data yang terkumpul berupa kalimat. Di analisis menggunakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para pakar.

4 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), h. 143.

6 Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007),
h. 47.



BAB YV
PENUTUP
A., Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru
yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1."Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru, tidak efektif dalam
menyelesaikan sengketa konsumen, yang berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, pada pasal 9 ayat (2) yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas
dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dimana BPSK tidak
efektif dalam menyelesaikan sengketa, dikarenakan banyaknya pengaduan yang
masuk terkait pembiayaan, BPSK Kota Pekanbaru membatasi untuk tidak
menyelesaikan sengketa terkait pembiayaan dan menyerahkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan. yang mana ketidak efektifan ini disebabkan oleh tidak
harmonisasinya aturan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan aturan
Otoritas Jasa Keuangan, kedua Lembaga ini sama-sama berwenang dalam
menyelesaikan sengketa konsumen terkait pembiayaan. Sehingga membuat
salah satu Lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak efektif

dalam menjalankan kewenangannya.

59
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2. Terdapat beberapa hambatan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Pekanbaru dalam Menyelesaikan sengketa diantaranya: Terkait fasilitas
dan infrastruktur yang belum memadai; Terkait proses pemanggilan pihak yang
mana sering terjadi pada pelaku usaha yang tidak kooperatif pada saat
pemanggilan; Terkait kurangnya SDM pada Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Pekanbaru; Terkait peraturan; dan Terkait Kelembagaan yang
mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru merupakan
satu-satunya yang ada di Provinsi Riau.
B.- Saran
1. Terkait peraturan hukum mengenai penyelesaian sengketa konsumen di
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlu adanya perubahan, sehingga
tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa konsumen terkait
pembiayaan, agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat
menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa konsumen
dengan baik sepenuhnya.

2. Masyarakat diharapkan untuk sadar dan taat hukum mengenai hak dan
kewajibannya sebagai konsumen, serta berhati-hati dalam menggunakan

barang dan/atau jasa.
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Pekanbaru, Provinsi Riau dengan ini menerangkan mahasiswa dibawah ini :

Nama : Melia Triana

NIM/KTP : 12020722742

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
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Telah melakukan wawancara pada Tanggal 27 Maret 2024 dalam
rangka kegiatan riset penelitan dan pengumpulan data penyusunan skripsi tugas
akhir studi (terlampir).

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.
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